
   
 
 
 
 

WALIKOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 

NOMOR   8    TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BANJARBARU, 

 
Menimbang 
 
Bau 
 
 
 
 
 
Mengingat 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan 
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021;  
 
 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

 

 

 

6. Undang-Undang... 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tenetang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 

 

23. Peraturan Menteri... 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor  32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 
Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU 

dan 

WALIKOTA BANJARBARU 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN             
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Pasal 1... 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 
Banjarbaru 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
daerah 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

7. Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah. 
 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah              

      Rp 1.046.096.373.260,00  
2. Belanja Daerah         

                             Rp 1.052.743.917.415,00 
       Surplus/(Defisit)      Rp. (6.647.544.155,00) 
 
3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan          
Rp 59.789.412.155,00 
 

 
b. Pengeluaran                                                   

Rp 53.141.868.000,00 
       Jumlah Pembiayaan netto     Rp 6.647.544.155,00 
 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -                                

 
Pasal 3 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah        
   Rp 239.943.561.915,00  
b. Pendapatan Transfer sejumlah        
   Rp 779.430.442.390,00  
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah    
   Rp 26.722.368.955,00  

 
 
 

(2) Pendapatan... 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan: 
a. Hasil Pajak Daerah sejumlah        
   Rp 123.888.146.000,00  
b.  Hasil Retribusi Daerah sejumlah        
   Rp 11.060.000.000,00  
c.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah   
   Rp 7.000.000.000,00 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah    
   Rp 97.995.415.915,00 
 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Trasfer Pemerintah Pusat sejumlah    
  Rp 680.828.878.000,00  
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah      
  Rp 98.601.564.390,00  
   

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah sejumlah        
   Rp 26.722.368.955,00 

 
Pasal 4 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  

a. Belanja Operasi           
 Rp 824.537.036.196,00 
b. Belanja Modal          
 Rp 223.206.881.219,00 
c. Belanja Tidak Terduga 
   Rp 5.000.000.000,00 
   

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja : 
a. Belanja Pegawai          
   Rp 449.034.229.849,00 
b. Belanja Barang dan Jasa        
   Rp 352.184.460.926,00 
c.  Belanja Bunga          
   Rp 5.512.137.700,00 
d. Belanja Hibah          
   Rp 11.987.680.619,00 
e. Belanja Bantuan Sosial         
   Rp 5.818.527.102,00 

 
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

belanja : 
a. Belanja Modal Tanah         
   Rp 450.000.000,00 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin       
   Rp 42.632.166.190,00 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan      
   Rp 48.647.296.489,00 

 
 
 

d. Belanja... 
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d. Belanja Modal Jalan,  Jaringan dan Irigasi 
                            Rp 126.066.772.792,00 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
                 Rp 5.410.645.748,00 
 

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis belanja : 
Belanja Tidak Terduga 
                 Rp 5.000.000.000,00 

 
 

Pasal 5 
 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :   

a. Penerimaan           
   Rp 59.789.412.155,00 
b. Pengeluaran          
   Rp 53.141.868.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 

sejumlah  Rp 59.789.412.155,00 
 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah   
   Rp 10.000.000.000,00 
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah  
   Rp 43.141.868.000,00 

 
Pasal 6 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggaranya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ini pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan dalam 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan cara terlebih dahulu 
melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 
APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau; 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan 

publik. 
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
 
 
 
 
 

c. Pengeluaran... 
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c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan dan/atau; 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 

 
Pasal 7 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,                
terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
3. Lampiran III Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan; 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah; 
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Asset                      

Tetap Daerah; 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Asset Lainnya; 
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang 

Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; 
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah. 
 

Pasal 8 
   
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Walikota. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasal 9... 
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Pasal 9 
  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 
 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal 30 Desember 2020 

 
                                                                            WAKIL WALIKOTA BANJARBARU, 

 
TTD 

 
                                                                            DARMAWAN JAYA SETIAWAN 

e
e

    
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  30 Desember  2020  
  
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 TTD 
 
   SAID ABDULLAH 
 
 
 
    
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR  8 
 1814  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (         /2020) 
 


